
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH RABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

Menimbang    :   a.     bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  311  ayat
(1)   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan    Daerah,     sebagaimana    telah    diubah
dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan    Kedua   atas    Undang-Undang   Nomor   23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  pasal
104  ayat  (1)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  ,12  Tahun
2019       tentang      Pengelolaan       Keuangan       Daerah,
Gubernur/Bupati/Wali       Kota       wajib       mengajukan
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Anggaran
Pendapatan     dan     Belanja     Daerah     (APBD)     Tahun
Anggaran    2021    kepada    Dewan    Perwakilan    Rakyat
Daerah     (DPRD)      untuk     memperoleh     persetujuan
bersama;

b.    bahwa Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang Anggaran
Pendapatan. dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang diajukan
sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   a,    merupakan
perwujudan   dari   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah
Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD  serta  Prioritas  dan  Plafoh  Anggaran  Sementara
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD
pada tanggal 25 September 2020;

c.     bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun  Anggaran
2021.

Men8in8at 1.     Undang-Undang    Nomor     13    Tahun     1950     tentang
Pembentukan      D aerah-daerah       Kabupaten      dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;



2.    Undang-Undang    Nomor     17    Tahun    2003    tentang
Keuangan  Negara (1erribaran  Negara Republik Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)

3.     Undang-Undang     Nor¥`^`¢r      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan   Negai`EL   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indor7`5  I:ia Nomor 4355);

4.     Undang-Undang  Nom>:'`    25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pemban{L"`:;Jt,man  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5.    Undang-Undang    Nomor    33    Tahun    2004    tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah    dan    Retribusi    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor  130, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7.     Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 tah;`En 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undan6;  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan    Dac7.+`\.h     (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2LL: .i. 5  Nomor 58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Imf;unesia Nomor 5679);

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan      Keuangan      Badan      Layanan      Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik   Indonesia   nomor   74   Tahun   2012   tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012
Nomor    171,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5340);

10.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  Tentang
Dana     Perimbangan     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007   tentang
laporan   Penyelenggaraan   Pemerintah   Daerah   kepada
Pemerintah,   Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban
Kepala    Daerah    Kepada    Dewan    Perwakilan    Rakyat
Daerah,     dan     Informasi     Laporan     Penyelenggaraan
Pemerintah    Daerah    Kepada    Masyarakat    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

12.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009   tentang
Bantuan   Keuangan   Partai   Politik   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia Tahun  2007  Nomor  18,  Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   4972),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  a.tas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang
Tata  Cara  Pelaksanaan  Tugas   dan  Wewenang  Serta
Kedudukan     keuangan     Gubernur     Sebagai     Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

14.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang
Standar   Akuntansi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan       d an        Pengawas an        Penye lenggaraan
Pemerintah     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah     (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  16 Tahun 2007
tentang   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan   Peraturan
daerah   tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah    dan    Rancangan    Peraturan    Kepala   Daerah
tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah   sebagaiman   telah   diubah   dengan   Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2011  tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011  tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   dan   Rancangan    Peraturan   Kepala
Daerah  tentarig  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah    (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);



19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   99
Tahun 2019  tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang
Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang
bersumber   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah  (Berita Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019
Nomor 1560);

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang   Pedoman   Pengelolaan   investasi   Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2012
Nomor 754);

21.  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  62  tahun  2017
tentang Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah
serta    Pelaksanaan    dan    Pertanggungjawaban    Dana
Operaional   (berita  negara  Republik  Indonesia  Tahun
2017 Nomor  1067);

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara  Penghitungan,  Penganggaran  Dalam
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  Tertib
Administrasi    Pengajuan,    Penyaluran,    dan    Laporan
Pertanggungjawaban   Penggunaan   Bantuan   Keuangan
Partai Politik;

23.  Peraturan Mentpri dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2020
tentang   Pedf'`+  '4.in   Penyusunan   Anggaran   pendapatan
dan Belanja {      rah Tahun Anggaran 2021;

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006    tentang    Pokok-Pokok    Pengelolaan    Keuangan
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang Tahun
2006     Nomor     46,     Tambahan     Lembaran     Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RABUPATEN REMBANG

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN   DAERAH   KABUPATEN   REMBANG   TENTANG
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN
ANGGARAN 2021



Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2
APBD  terdiri  atas  pendapatan  daerah,   belanja  daerah,   dan  pembiayaan
daerah.
APBD  Kabupaten  Rembang Tahun  Anggaran  2021  terdiri  atas  pendapatan
daerah,  belanja  daerah,  dan  pembiayaan  daerah  dengan  rincian  sebagai
berikut:
a.  Pendapatan Daerah          Rp.1.766.048.467.000
b.  Belanja Daerah                   Rp.1.830.578.438.500

Defisit/Surplus Rp.  (64.529.971.500)

c. Pembiayaan Daerah
1.  Penerimaan Rp.121.398.339.500

2.  Pengeluaran Rp.    56.868.368.000
Pembiayaan Netto Rp. 64.529.971.500

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan    Rp. O

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp  1.766.048.467.000  (Satt/ tn.Jt.I/rt
twjuh raqus_ ertci;in puhah erLam rmrtyar empat pwhih delapan juta empat rcrfu,s
enam puluh tujuh ribu rapiah) , yang bersumber deLr±..
a.  Pendapatan asli daerah;
b.  Pendapatan transfer; dan
c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan  asli  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf a

direncanakan  sebesar  Rp.  311.248.617.000,-(rz.ga  rafts  sebezas  ".Zgar
dua rcrfus empat puluh delapcm juta erLam rci;tis tujuh belas ribu rupicth ) ,.
yang terdiri atas:
a.   Pajak daerah;
b.   Retribusi daerah;
c.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.   Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebeselr  Rp.   104.989.933.000,-   {Seratus   empat   milgar  Sembilan  ratus
delapan puluh sembtlan juta sembtlcm rcrfu,s tiga puluh tiga ribu rupiah ) .

(3)Retribusi    daerah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   b
direncanakan  sebesar  Rp.  20.222.202.247,-  (Dlta pLtfuh  mt.Zgar czttcz  raftts
dua puhah dua juta dua rcrfus dua ribu ctua rcl;fas empat puhah twjuh rupiaHD .

(4) Hasil   pengelolaan   kekayaan   daerah   yang   di   pisahkan   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.989.632.000,-
(Sembtlan rid;uar sembtlan rcrfus delapan puhah sembtlan juta erLam rartys
tiga puluh dua ribu rupiah ) .



(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf  d  direncanakan  sebesar  Rp.   176.046.849.753,-  (Serattts
tujuh putuh erLCLm rhikyar empat puluh erLam juta delapan ratus empat puluh
sembtlcm ribu tujuh rcrfus tina puluh tiga rupidrtD .

Pasal 5
(1) Pendapatan   transfer  sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   3   huruf  b

direncanakan  sebesar  Rp.   1.449.799.850.000,-  (Safu  tn.Zt.I/n  empczt  rattts
empat puhah sembilan rhikyar   tujuh ratus sembtlan puhah sembtlcm   juta
delapan ratus itma putuh rupiaHb , yang terdir± ata[s..
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.321.046.449.000,-(Sciftt tn7i.ztn ti.ga
rcrfus  dua puhah satu rhikyar empat puluh encm juta empat rafus  empat
puluh sembtlan ribu rupiah ) .

(3) Pendapatan  transfer  antar  daeiah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b  direncanakan  sebesar Rp.  128.753.401.000,-(Seratt/s  cZucz pt/!uh
d,elapan  rhikyar  tujuh  ratus  tina  puhah  tiga juta  empat  rc[tws  scrfu,  ribu
rupialtb.

Pasal 6
(1) Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal  3  huruf c  direncanakan  sebesar  Rp.  5.000.000.000,-  (L{.mcz  "7gcir
"p{.cz7t) , yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat;
c. Lain-lain  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan;
(2)Pendapatan   hibah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   a

direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(LI.mcl ".Zgar "p{.cih).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp. 0 .
(4) Lain-lain  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  direncanakan
sebesar Rp. 0.

Pasal 7
Anggaran   belanja   daerah   tahun   anggaran   2021   direncanakan   sebesar
Ftp.  1.830.578.438.500,-  (Satu  trtliun  delapcm  ratws  tiga  puluh  rwilyar  lima
rafus tujuh puhah d,elapan juta empat rcitus tiga puluh delapan ribu tina rcthAs
mpz.czh ), yang terdiri atas:

a.  Belanja operasi;
b.  Belanja modal;
c.  Belanja tidak terduga; dan
d.  Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7 huruf a

direncanakan     sebesar     Rpl.199.780.839.231,-     (Safe     tn.Zt.ttri    sercitLts
sembilan puluh sembilan wikyar tujuh rcrfu,s  delapan puhah, juta delapan
rafus  tiga puhah  sembtlan  ribu  dua  ratus  tiga  puhah  safe  rupidrtD,  yeLng
terdiri atas:



a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f.  Belanj.a bantuan sosial.

(2)Belanja    pegawai    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a
direncanakan   sebesar  Rp.   777.394.452.765,-   (ThjtJh  rcltt/s  fujtth  pt/huh
twjuh rhikyar tiga ratus sembtlan puhah empat juta empat rcrfus tina puhah
dua ribu twjuh ratus erLam puhah tina rupianD .

(3) Belanja  barang  dan jasa  sebagaimar].a  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
direncanakan  sebesar  Rp.  325.113.921.034,-(n.ga  rcifus  duct pttfuh  Zi.rna
rhikyar sercrfus tiga belas juta sembtlcm rcrfus dua pulLI,h satu ribu tiga puluh
empat rupichb)) .

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebeseLr Rp.  I.631.632.000,-{ Satw rrilyar encm rates tiga puluh satu juta
encm rcrfus tiga puluh dua ribu rupiaHD

(5)Belanja    subsidi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    d
direncanakan sebesar Rp. 0

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesa[r F€p. 91.9?6.783.432,-{Sembilan puluh satu milyar sembilan ratus
tiga` puluh erLam juta twjuh ratus delapan puluh tiga ribu empat rcrfus tiga
puluh dua rupiaHb .

(7) Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  p{|da  ayat  (1)  huruf  f
direncanakan  sebesar Rp.  3.704.050.000,-  (7l.gcz  "7:,i/ar fujLth rcict/s empczf
juta tina puhah ribu rupiah ) .

`,isal 9
(1) Anggaran  belanja  modal  sebgi      ::lama  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf b

direncanakan  sebesar Rp.  215.\    ` 7.509.269,-(DLta rczfus  Z{.rna bezas ml7gar
tujuh rcrfus tujuh belas juta ttm£    ` :,tvs sembtlan ribu ctua rcrfus enam puhah
sembt7cm "pt.aJ+), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya.

I

(2) Belanja  modal   tanah   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a
direncanakan  sebesar  Rp.   1.700.000.000   (Sclfu  ml.Zgar  tujtth  rattts  juta
rupichb)I.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.  38.574.515.019,-  (n.ga ptthah czezapan
wikyar tina rcrfus tujuh putuh empat juta tina rarfus itma belas ribu sembtlan
belas rupiah ) .

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.754.025.250,-(ntjtth pLt!tth sembt.Zan
rrrtyar tujuh rcrfus tina puhah empat juta dua puhah ttma ribu dua rafus tina
puhahrupiah).

(5) Belanja  modal jalan,  jaringan,  dan  irigasi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf  d  direncanakan  sebesar  Rp.  94.517.119.000,-(Sembt.Zcz7i
puluh empat rrikyar tina rcrfus tujuh belas juta sercrfus sembilcm belas ribu
rupialtb.



(6) Belanja  modal  aset  tetap  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  e  direncanakan  sebesar  Rp.   1.171.850.000,-(SczttJ  mt7gar  sercitus
tujuh puluh satu juta delapan rcrfus tina puluh ribu rupiaHD .

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
c  direncanakan  sebesar  Rp.  2.400.000.000,-  (Duct  mt.Zgar  empcit  rattts jtttci
rLtp{.cih) , yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal  1 1
(1) Anggara.n belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d

direncaiiakan   sebesar   Rp.   412.680.090.000,-   (Empcif   rcict/s   cztta   be!czs
Thikyar erLam rci;fas  delapan puhah juta  sembtlan puluh ribu  rupiarty, yExng
terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2)Belanja   bagi   hasil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a
direncanakan sebesar Rp.11.972.924.000,-(Sebezas "7gczr semb!7cm rczfz/s
tujuh puluh dua juta sembtlan rcrfus dua puhah empat ribu rupiaH) .

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan  sebesar  Rp.  400.707.166.000,-(Empat  ratus  ".dyar  fujtJh
rcrfus tujuh juta serafus erLam puluh encm  ribu rupichb)I .

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:
a.  Penerimaan pembiayaan; dan
b.  Pengeluaran pembiayaan.

Par  I,   :I   13

( 1) Anggaran penerimafm pembiayT          bagaimana dimaksud dalam pasal 1 2
huruf a direncanak.an  sebesar            21.398.339.500,-(Serafus dtJa ptJhah
sci;fu TITrtyar tiga rci:tus  sembtlan puluh delapan juta tiga ratus  tiga puinh
sembilan ribu lima ratus rupiallD , yang terdir± ataLs..
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f.  Penerimaan  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
(2)Sisa     lebih     perhitungan     anggaran     tahun     anggaran     sebelumnya

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  direncanakan   sebesar
Ftp.  71.398.339.500,-  ('mjuh puhah satu rhikyar tiga rcrfuAs  sembtlcm puluh
delapcm juta tiga ratus tiga puluh sembtlan ribu tina ratus rupiah ) .

(3) Pencairan  dana cadangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0 .

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 .

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp. 0 .

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0

(7) Penerimaan   pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  f
direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000 (Zt.mcz ptthah mt.Zgar "p{.aft).



Pasal 14
(1) Anggaran  pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

12  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.  56.868.368.000  (Lt.rna ptthah erLam
rrrtyar  delapan  ratus  encrm  puluh  delapan juta  tiga  rcrfus  erLam  puluh
czezcipcm n.bt/ "pt.cl7t) , yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp. 0 .
(3) Penyertaan  modal  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b

direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,-(n.gci m#gcir "pt.cz7±).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 .
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 0 .
(6) Pengeluaran  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan   ketentuan   peraturan

perundang-undangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  e
direncalnaka[n sebesar Rp.  53.868.368.000 (lima puluh tiga milgar delapan
rcrfus encm puluh delapan juta tiga rcl;rfus encm puhah delapan ribu rupiaHD .

Pasal 15
(1) Selisih  antara  anggaran  pendapatan  daerah  dengan  anggaran  belanja

daerah  mengakibatkan  terjadinya   q iefisit)  sebesar  Rp.   (64.529.971.500)
(Enam puluh empat  rrikyar tina  r{. ` `L`!.s  dua puhah  sembtlcm juta  sembtlcm
rafus tujuh puluh satu ribu tina rat``,    rupiarty.

(2) Pembiayaan   neto   yang   merur     ,n   selisih   penerimaan   pembiayaan

:e:?a6d4:329.97PLe.%%eotr.ail:am i      , £j£:ymapaant  mt.zgda£:e£:aanar##s  duase::;ua£
sembtlan juta sembtlan rcrfus tuj+L{..` ;~. puluh safu ribu itma rcrfus rupiaHb .

Pasal 16
(1) Dalam   keadaan   darurat   termasuk   keperluan   mendesak,   Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau  pengeluaran  melebihi  pagu  yang  ditetapkan  dalam  peraturan
daerah  ini,  yang  selanjutnya  dimasukan  dalam  perubahan  anggaran
pendapatan  dan  belanja  daerah  Kabupaten  Rembang  tahun  anggaran
2021,  dengan  tata  cara  sesuai  dengan  cara  terlebih  dahulu  melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan  pemberitahuan  kepada  Pimpinan  DPRD   selanjutnya  disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a. Bencana  alam,  bencana  non-alam,  bencana  sosial  dan/atau  kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan    sarana/prasarana    yang    dapat    mengganggu    kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:

a. Kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelayanan  dasar  masyarakat  yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan



tidak   dapat   diprediksikan    sebelumnya,    serta   amanat   peraturan
perundang-undangan; dan/ atau

d. Pengeluaran  daerah  lainnya yang apabila ditunda akan  menimbulkan
kerugian    yang    lebih    besar    bagi    Pemerintah    Daerah    dan/atau
masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri dari:

1.    Lampiran I      Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2.    Lampiran Il     Ringkasan   APBD   yang   Diklasifikasi    Menurut   Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.   Lampiran Ill    Rincian   APBD   menurut   Urusan   Pemerintahan   Daerah,
Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub  Kegiatan,  Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4.   Lampiran Iv   Rekapitulasi    Belanja    Menurut    Urusan    Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil   dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5.    Lampiranv    Rekapitulasi    Belanja   Daerah    Untuk    Keselarasan    dan
Keterpaduan   Urusan   Pemerintah   Daerah   dan   Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.   Lampiran vI    Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7.    Lampiran VII  Sinkronisasi   ProgrriTf   pada   RPJMD   dengan   Rancangan

APBD;

8.    Lampiran VIII sinkronisasi  ProSgr+    `ti,   Kegiatan  dan   Sub  Kegiatan   pada
RKPD dan PPAS          atan Rancangan APBD;

9.    Lampiran lx   Sikronisasi   Proi      ;1   Prioritas   Nasional   dengan   Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran x    Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran xI    Daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII  Daftar  Penyertaan   Modal   Daerah   dan   Investasi  Daerah

Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (mttzfg geczrs);
15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18
Bupati Rembang menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagai  landasan  operasional
pelaksanaan APBD.



Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah  dengan penempatannya dalam berita daerah.

Rembang, 23 Desember 2020

BUPATI REMBANG

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal   Z3   Defe,mber  lc>2C>
Pj. SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN REMBANG

d
EDY SUPRIYANTA

LEMBARAN DAERAH RABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR .9.


